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Abstract:II 
ThisKtypeLofLresearchKis quantitativeKresearch.LThis study uses a quantitativeKapproach in 

theKformLof financialLratio dataKbasedLon timeLseries.LTheLdata usedKisKannual 

data.KTheLdataKanalysisLtechniqueKusedMbyLthe researcherLis regressionKanalysis.IThe 

population inKthis studyKwas the entireKcommunityKof SouthKTapanuliKRegency.LWhile 

theMsampleKof this researchKis 15 villagesKfrom Aek BilahKDistrict, SouthKTapanuli 

Regency. TheKsampling techniqueKIof this research isLsaturated sampling.KData collection 

techniquesLin this studyKused interviewKand documentationKtechniques.  The resultsLof the 

study showKthat partiallyKthere isKa significantKpositive influenceKbetween Government 

Implementation,JdevelopmentKImplementation,KCommunityKDevelopment,Community Emp

owerment onLCommunityKWelfare.KIn contrast toLthe mitigationLthat hasLa negative effect 

on theKwelfareLof the community,Kit meansKthat there isKno significantKeffectKof the 

mitigation Kon the welfare of theKcommunity. SimultaneouslyK(together)KGovernment 

Implementation,KDevelopmentKImplementation,LCommunity Development, Community 

Empowerment, Management have an effect on Community Welfare in Aek Bilah District, South 

TapanuliKRegency in 2019-2021Kseen from theLlarge F count of 1421,371 > FLtable 2.45 then 

H 0    rejectedKand Halaccepted. Soiit can be concluded that simultaneously Government 

Implementation,KLDevelopment Implementation, Community Development, Community 

Empowerment, Management have an effect on Community Welfare.L;’;;’ 

KLO LPOLPP;LKO 

Keywords :LOptimization,JVillageLFund,ICommunityJWelfare. KL 

OP 

Abstrak: JJKLL 

JenisKpenelitianLiniKadalahKpenelitian kuantitatif.LPenelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatifKdalam bentukLdata rasioNkeuanganLyangLberdasarkanLpada runtun waktu (time 

series).LData yangKdigunakanLadalah dataLberbentukLtahunan. TeknikKanalisisLdata yang 

digunakanKpenelitiLadalahLanalisis regresi.LPopulasi dalamLpenelitianLini adalahLseluruh 

masyarakatKKabupatenLTapanuli Selatan.LSedangkan sampelKdari penelitianKini Iadalah 
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berjumlahK15 desaLdariJKecamatanLAek Bilah Kabupaten TapanuliISelatan. Teknik sampel 

penelitianKiniKadalahLsamplingLjenuh.KTeknikLpengumpulanKdataKdalamKpenelitian ini 

menggunakanLteknikKwawancaraMdanKdokumentasi. HasilIpenelitianImenunjukkanISecara 

parsialKterdapatKpengaruhKpositifKyangKsignifikanKantaraKPenyelenggaraanPPemerntah, 

PelaksanaanKPembangunan,KPembinaanLMasyarakat,JPemberdayaan Masyarakat terhadap 

KesejahteraanMMasyarakat.KBerbeda dengan PenanggulanganIberpengaruhInegatif terhadap 

KesejahteraanKMasyarakat,Aartinya tidakKterdapatKpengaruh yang signifikan antara 

PenanggulanganKterhadap KesejahteraanKMasyarakat.KISecara simultanK(bersama-sama) 

PenyelenggaraanPIPemerintah,KLPelaksanaanklkmembangunan, PembinaanmMasyarakat, 

PemberdayaanmMasyarakat,miPenanggulangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan 

Masyarakatmdi Kecamatan Aek BilahmKabupaten TapanulimSelatanpitahun22019-2021 

dilihat daribbesarmFhitung sebesarn1421,371l> Ftabell2,45lmakapH0 ditolak danoHa diterima. 

Jadi dapatkdisimpulkankbahwa secarahsimultan PenyelenggaraankPemerintah, Pelaksanaan 

Pembangunan,jPembinaankMasyarakat,KLPemberdayaanKIIMasyarakat,LKPenanggulangan

berpengaruh terhadap KesejahteraanNMasyarakat.JKlppppkhfdssghjjhgfdgjjjL 

 

Kata Kunci:OOptimalisasi,KDanaKDesa, pKesejahteraanoMasyarakat.K 

A. PENDAHULUANHFFH 

Memberikaniiotonomikdaerah seluas-luasnyamberartipmemberikankkeluasan kepada 

daerahlldalam7mengelolah0rumah tangganya dan mengoptimalkan?sumber daya yang ada 

agar0tidakpterjadi penyimpanganhharus di adakan pengawasannyang kuat. Meskipunjtitik 

berat otonomindiiberikanvkepada daerah,ynamun secaramesensi sebenarnyabkemandirian 

harus dinmulai darintingkatanupaling bawahnyaituhDesa. Selamacini desavhanyarbergantung 

padavpendapatanuasli desandan swadayajmasyarakatnyang jumlahhdan sifatnyaltidak dapat di 

prediksi. DengannadanyakUU Desa No. 6 Tahunj2014 sangatnjelas mengaturntentang 

pemerintahannDesa, yangkmenyatakanvbahwallDesa adalahhkesatuan masyarakat hukum 

batas-batasgwilayahxyangbberwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat yangndiakuisdan dihormati dalamrsistem pemerintahan Negara KesatuandRepublik 

Indonesia.1jklklloo 

PemanfaatanhDana Desa8yang optimal akankmampu mendorongkdesa untuk0dapat 

menyediakan5fasilitas6pelayanan8publik9bagi warga yang kurang mampu,isekaligusimampu 

menyediakanilapanganlpekerjaanvbagimwarganya. Ketersediaanvlapanganbpekerjaanidi desa 

tersebutiakan mengurangiipengangguran, sekaliguslmengurangilkemiskinan. Semakin banyak 

desaimandiri,idesa akanimenjadiiujung tombak yang berperan dalam pengentasan kemiskinan 

secaralnasional. Sehinggaisangatklogis jikanpembangunancdesa menjadiiprioritas utama bagi 

keberhasilankpembangunannnasional.2 

Meskipunntitikkberatktonomildilberikankkepadakdaerahiisekitar,iinamun secara esensi 

sebenarnya kemandirian harusddi mulai dariktingkatan paling bawahlyaitu Desa.pSelama ini 

desa hanya bergantungKpada pendapatanKasli desa danKswadayavmasyarakatkyang0jumlah 

dan7sifatnya5tidak dapatKdinprediksi. DenganKadanya.UU.Desa No. 6KTahunk2014isangat 

jelas2mengatur,itentangipemerintahanKDesa,iyangimemberikanimenyatakanibahwaiini..Desa 

adalahLkesatuanLmasyarakatiiyang hukumKbatas-batasKwilayahKyangKberwenangLuntuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatKsetempat yang diakui danKdihormati 

dalamKsistemLpemerintahan/Negara KesatuanLRepublikOIndonesia.3KLO 

                                                           
16Undang-Undang Repubilik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1 klkhhh 
29Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B.idan Nuroji. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di 

Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 25, No. 2, 

137-156 (2014). jklloo 
30Undang-Undang Repubilik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentangjDesa, Pasal 721ayat 1 jkhjjhggglk;’ 



 

el-Buhuth, Volume 4, No 1, 2021 71 
 

DalamHhaliiniimengandungLmaknaMbahwaidesaJmemilikiIkewenanganJuntukiaturan

danJmengurusIrumahItangganyaIsesuaiJdenganIkewenanganlaslilmaupun yang diberikan, 

Salah satun halKyang9penting9untuk8diperhatikan9dalam0mendukung9proses4pelaksanaan 

pembangunan5di6setiapKdesa adalahLadanya kepastianLkeuanganMuntukLpembiayaannya. 

PenetapanLpembiayaanDpembangunanGdapatFberasalHdari berbagaiLsumber sepertiKdari 

pemerintahFswasta maupunMmasyarakat. PembangunanGinfrastrukturFpedesaanIdiharapkan 

dapatKmendorongLkegiatanZekonomiCdesaKsemakinHlancar,Ldan mengurangi beban 

ekonomiLyangLharusLditanggungGwarganya.4L.,/ 

PemanfaatanKDanaiDesaiyang#optimal2akan4mampu7mendorong5desaXuntuk dapat 

menyediakanDfasilitasFpelayananGpublik bagiMwarga yangXkurang mampu,Lsekaligus 

mampuiimenyediakanZlapanganVpekerjaanibagiisekitariwarganya.Iketersediaan iniilapangan 

pekerjaanKdi desaKtersebutkakanLmengurangi3pengangguran,9sekaligusi4inii7mengurangi 

kemiskinan.iSemakinibanyakidesalmandiri,kdesa akan menjadi ujungntombak yangkberperan 

dalamkpengentasan8kemiskinan7secara nasional.3sangatkilogis jika pembangunanlidesa 

menjadihprioritasnutamambagiikeberhasilanllpembangunanknasional.5i 

UndangiUndangiNoi6Tahuno2014ktentangKDesaipasali72iayati1imenyebutkanibahwa

DanaiDesaimasukidalamLsalahKIsatuKpendapatan desa. 6 JDana Desa adalah dana 

yangKbersumber dari/Anggaran PendapatanXBelanja NegaraNyang diperuntuhkanKbagi desa 

yangHdi transferKmelalui AnggaranOPendapatanGdan BelanjaJDaerahLkabupaten/kota dan 

digunakanMuntuk membiayaiKpenyelenggaraanIpemerintah, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaanLkemasyarakatanKdanXpemberdayaanZmasyarakat.7 

PadaPPP nomor 60 TahunH2014 yangHmembahasKDana Desa, di bab 4KpadaJPasal 

19iyaitu:7DanaiDesaiyangidigunakaniuntukiidapat membiayaiipenyelenggaraanlpemerintah, 

pembangunan,7pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan,Idana sebagaimana 

dimaksudKpadaHayat 1KdiprioritaskanKuntuk membiayai pembangunanLdan pemberdayaan 

masyarakat.HPadaKPasalJ20KpenggunaanKdanaKdesa mengacu pada rencana pembangunan 

jangkaKmenengahJdesa danKrencanaKkerja pemerintahKdesa. 8  AllahKberfirmanKdalam 

QS.2An-Nisa’:I58 ;;; 

                                

                     

Artinya:m“Sesungguhnya7Allah9menyuruhiikamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamui apabila menetapkanihukum diiantaraimanusia 

supaya kamuimenetapkanidengan adil.iSesungguhnya Allahimemberiipengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

Melihat”9lpoljkkkllo90-9-0=-=-=9=-ikjkjhk 

                                                           
KKI4 Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B. dan Nuroji. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di 

Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 25, No. 2, 

137-156 (2014). KJH 
5Rahayu, D, Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen 

Kabupaten Semarang. Economics Development Analysis Journal 6 (2) 2017.KLI 
6 Undang-Undang Repubilik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1  /.,; 
7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah  

No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1 

ayat (2) BHGJI 
8 Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. .,/’;lk[p= 
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm.110p 
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Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya.lkMenggunakan dana desa ke tempat yang bukan 

semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (DD) dimana dana tersebut harus digunakan 

untuk Desa.Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan 

segala kepentingan dannikebutuhan masyarakat desamdapat diakomodir dengan lebih baik. 

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya 

sendiri sertampemerataanmpelaksanaan pembangunanmdiharapkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatmdesa, sehingga permasalahan seperti 

kesenjangan antar wilayah, kemiskinan,mdanmmasalahmsosial budaya lainnya dapat 

diminimalisir.mUndang-Undang Nomor 6gTahun 2014 tentang Desa beserta peraturan 

pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola 

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya 

pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.10k.,m’/;.’/;lp[]\o098 

Sebagaimana yang diamanatkan dalamcUU No.ii6 Tahunn2014ktentang desa, Kehadiran 

undang-undangmtentangmDesamdisampingmmerupakan penguatanmstatus desa sebagai 

pemerintahan masyarakat,msekaliguspjugamsebaga kekuatan untuk membangun 

infrastrukturidesaidanmpemberdayaanmmasyarakatmdesa.kDengankkehadiraniUUiDesaiiinii

tersebutkmaka semakinmbanyakmdanamdari pemerintahmyang akankmengukurmketingkat 

desa.mNamuniiini kebijakanvinivharusiidiiringikdenganbpengelolaankkeuanganmdesamyang 

transparan dan akuntabelmagarbdampak kebijakanmtersebutndapatntepat sasaran dan 

dirasakan oleh masyarakat desa.jBegitunbesarnyandananyangnakankididapatkan oleh 

desamimemberikaniiharapannibagimkemajuannpembangunaniiyangiiadaiidiidesaiidaniiuntuk

meningkatkanikesejahteraan masyarakat desa.nNamun,udisisi lain juga perlu diringipdengan 

aturan teknis yangomengatur pengelolaan keuangan desanyangntransparan dan akuntabel.11 

/’;iiiiiPengelolaanmkeuangankdesaiadalahnkeseluruhanmkegiatanmyangkmeliputiliperencana

pelaksanaan,ipenatusahaan,ipelaporan danppertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan 

keuanganmyangmdimaksudmadalahmpengelolaankAnggarankPendapatanpdan Belanja Desa 

(APBD)puntukvmendukungidan menjalankanuprogram-progam kerjagpemerintah desa yang 

telah direncanakan.kSalahllsatu komponeniiyang adaudalamhAPBDpadalahkAlokasipDana 

Desak(ADD).liAlokasikDanakDesap(ADD)kiadalah dana perimbangan yang diterima 

kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanjapdaerahkkabupaten atau kota 

setelah dikurangikdana alokasillkhusus.kSaat ini kendalallumum yang dirasakan oleh 

sebagianllbesariidesa terkait keterbatasanpidalamlikeuanganpldesakladalahplAPBD untuk 

kegunaankiDanamDesamyang tidak berimbangmantara penerimaankdengan pengeluaran 

sehinggammenimbulkanbkonflik padaimasyarakat berupa minimnya pengetahuan masyarakat 

mengenai kondisiodesa yang sebenarnyapmeliputi keuangankdesa danopengelolaannya untuk 

kemerataanpserta kemajuan desa. Hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat Kabupaten 

Tapanuli Selatan yaitu, MasyarakatkKabupaten Tapanuli Selatanpkebanyakankmenyatakan 

bahwamdarimberbagai banyak bangunan hanyalahipembangunanpjalan besar atau umum, 

sedangkanokebanyakanpMasyarakat KabupatenkTapanuli Selatankberpropesiisebagai petani, 

yang dibutuhkankmasyarakankpembangunannjalan kebagiankKecamatan dan pedesaan,nagar 

kelancaranghasilgdari pertania,iperkebunan,ipeternakanilancar seperti layaknya.hMasyarakat 

                                                           
10 A. Saibani, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), 

hlm. 58.  /;’.lopiiu868644 
11 Abdul Halim, M.Syam Kusufi, Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2016), hlm. 481..,ikhjugdk,,mjg 
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belumnterlibatndalam perencanaanbpembangunannDanakDesa,hperencanaan itu biasanya 

pemerintahpdankaparat desadsaja.12 oiutvhchhjkkvcf 

Masyarakat0sebagai kelompok9individu8dioisuatu Negara juga harusplterlibat dalam 

pengelolaankDanakDesa,hsebagaimanagiyangnitercantum dalam asas-asas pengelolaan 

keuangankdesakyangmmenyatakan bahwanmasyarakat dan lembagakdesa ikut berpartisipasi 

dalamapenyelenggaraanbpemerintah,vdisamping adanyanunsur-unsurnlain sepertiktransaksi, 

akun tabel,ktertib danidisiplin anggaran.lSehingga potensiopenyelewengannpenggunaan Dana 

Desakdapatmmeminalisir dankNawa Cita ke-3npemerintahiyang membangun Indonesia dari 

pinggiran dengannmemperkuatbdaerah-daerahxdan desa dalamskerangkakNKRI dapat 

terwujud.13 KeberhasilanuterhadapopengelolaankDana Desa tidak dapat dilepaskan dari segi 

pengawasanhbaik olehbpemerintah,ilembaganyang terkait ataupun oleh masyarakat. Peraturan 

MenterillDalamnNegerimNomor 71nTahun 2015ktentangkKebijakancPengawasan 

dilingkunganqKementerian Dalam Negerisdan PenyelenggaraangPemerintah Daerah Tahun 

2016 menegaskan bahwa salah satu kaitan pengawasan Aparat Pengawasan Intern 

Pemerintahp(APIP) adalahkmelakukannpengawasannDana Desa,nyang mananpengawasan di 

lingkungankPemerintahknKabupaten atau kota dilakukan olehmAPIP Propinsihdan pada 

PemerintahmDesa dilakukan olehhAPIP Kabupatenbatau kota.14 ,...,...,. 

Dana Desanmerupakankhal yangmbaru bagi PemerintahanmDaerah, khususnya 

Pemerintah kabupatenmdi seluruh Indonesia.nSaat ini kelengkapannregulasindalam 

pengelolaanbDana Desa dirasanmasihdminim, hal itu karenarmasyarakat belumtsepenuhnya 

merasanmemiliki terhadapmprogramnDana Desabsehingga masyarakat bersikap acuh dalam 

pengelolaan Dana Desa. Maka dari itulah, topik mengenaikoptimalisasimpengelolaan Dana 

Desa untuk kesejahteraan masyarakat ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan 

dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa.kSalah satunya Kabupaten yang 

mendapatkan Dana Desa adalah kecamatan Aek Bilah KabupatenkTapanuli Selatan. 

KabupatenkTapanuli Selatanbini sebagianmbesarbwilayahnya merupakan lahan pertanian, 

perkebunan, peternakan dan mayoritas penduduk bekerja dimbidang  ini. Oleh karena 

itu,mKabupaten Tapanuli Selatanxmerupakan Kabupaten yangysedang gencar melakukan 

pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnyamDana Desamdi KabupatenbTapanuli 

Selatanmsangatlahbmembantu pembangunan desa.iBerdasarkanirumusan masalahmtujuan 

penelitianidiatasiiadalah:i(1)iUntukiimengetahuiioptimalisasiiipenyelenggaraanipemerintahan

untukikesejahteranimasyarakat.(2)iUntukimengetahuiioptimalisasiipembangunaniuntukiyang

kesejahteraanimasyarakat.(3)Untukimengetahuiioptimalisasiipembinaaniuntukkkesejahteraan

masyarakat.s(4)kMengetahui optimalisasi pemberdayaan untuk kesejahteraanmmasyarakat. 

(5) Mengetahui optimalisasi penanggulangan untuk kesejahteraan masyarakat.(6) Mengetahui 

optimalisasiipenyelenggaraanipemerintahan,ipembangunan,ipembinaan,npemberdayaanmdan

penanggulangannuntukmkesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.l;;’ 

//...,,/.;/;/ 

B. METODOLOGI ,./.,///’;; 

PenelitianninindilaksanakanbdiiKecamatanmAek Bilah Kabupaten TapanulimSelatan. 

Jenismpenelitianmini adalahmpenelitianbkuantitatif.nPenelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatifndalamnbentuk data rasionkeuangan yang berdasarkannpada runtunnwaktu (time 

series). Time series yaitu datanyang secaramkronologisndisusunnmenurut waktunpada suatu 

                                                           
12 Masyarakat Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibu Binar, Ibu Lasma, Ibu Sarifah, Bapak 

Ali, Bapak Halomoan, Ibuk Zainap, Bapak Andi, Ibu Ummi, Bapak Deri, Bapak Yogi, Bapak Saipul, Bapak 

Halinggoman, Ibuk Rukia,Bapak Latif).,.,.,...... 
13  N.N Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta:Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, 2017) /.;’,;;.;’’’ 
14 Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.mn,./;/ 
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variabel tertentu.15iJenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat pospositivisme yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, 

dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal).16 

Data yangkdigunakan adalah datanberbentukmtahunaniidesaitersebut, teknik analisis 

datanyangadigunakanepeneliti adalah analisisrrregresi.iAdapun yangmmenjadi populasi 

penelitianvini adalahcseluruhxmasyarakatdKabupatenbTapanuli Selatan.nSedangkannsampel 

dari penelitiannini adalahnberjumlah 15 desa darimKecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli 

Selatan.cTeknik sampelfyang digunakanqdalam penelitian ini adalah sampling jenuh 

yaituvteknik penentuanksampel bila semuanangota populasindigunakan sebagai sampel. 

Teknik pengumpulankdata dalam penelitian iniamenggunakan tekniknwawancara 

danydokumentasi. /. 

Subjek penelitian ini adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang 

memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu 

hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan penelitian memiliki dua kategori 

yang terdiri dari informan pengamat dan Informan pelaku. Informan pengamat adalah informan 

yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada 

peneliti. Mereka juga disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai 

literatur mereka juga disebut sebagai informan kunci. Sedangkan, informan pelaku adalah 

informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang 

pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Informan pelaku 

merupakan subjek penelitian itu sendiri.17,l;’/ 

Mekanisme yang digunakan peneliti dalam memilih informan guna mendapatkan 

informan yang sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan, yakni dengan mekanisme 

disengaja (purposive). Artinya sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria 

tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan tersebut, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang 

akan dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan. Ketika pengumpulan data 

dilakukan, peneliti mencari orang-orang yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

tersebut. Berikut merupakan kriteria responden yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Responden yang diteliti merupakan pemimpin yang mengelola dana desa di kecamatan aek 

bilah kabupaten tapanuli selatan dan masyarakat kecamatan aek bilah kabupaten tapanuli 

selatan.18 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN -09ll 

Penelitianhyang dilakukanboleh peneliti merupakan penelitian dengan mengelola data 

yaitu Dana Desa, dari laporan tersebut penelitian menggunakan sampel 45 dari 13 desa dan 3 

tahun yaitu Penyelenggaraan Pemerintah,kPelaksanaan Pembangunan, Pembinaan 

Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan danpKesejahteraan Masyarakat dari 

tahun 2019 sampai 2021. Untukkmemperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar 

deviasi dan variance dapat dilihat pada tabel dibawah ini: l. 

  

                                                           
15Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 146.,.... 
16Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif , dan R & D. (Bandung : Alfabeta, 2017), h.8.  

17 Afrizal. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam 

Berbagai Disiplin Ilmu, Ed. 1, Cet. 3,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 139. 
18  
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..////// 

nbTabel I. Hasil Uji Deskriptif m.,.. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Kesejahteraan_Masyarakat 45 23.33 24.07 23.8446 .15552 .024 

Penyelenggaraan_Pemerintah 45 17.48 18.92 17.8429 .22224 .049 

Pembangunan 45 19.24 20.42 20.0485 .28345 .080 

Pembinaan 45 15.06 17.98 17.1733 .64470 .416 

Pemberdayaan 45 18.09 19.99 18.3449 .37515 .141 

Penanggulangan 45 14.95 20.11 17.0542 1.46765 2.154 

Valid N (listwise) 45      

Berdasarkanhtabelkdiatas Untuk nilai minimummKesejahteraannMasyarakatk23,33; 

minimum Penyelenggaraan Pemerintahk17,48; minimum Pelaksanaan Pembangunan 19,24; 

minimum Pembinaan Masyarakat sebesar 15,06; minimum Pemberdayaan Masyarakat 18,09, 

minimum Penanggulangan 14,95. Dan untuk nilai maksimumkKesejahteraan Masyarakat 

24,07imaksimumiPenyelenggaraaniPemerintah 18,92, maksimumiPelaksanaan Pembangunan 

20,42,imaksimum Pembinaan Masyarakat sebesar 17,98,imaksimumkPemberdayaan 

Masyarakat 19,99,kmaksimum Penanggulangan 20,11. Nilai standar deviasi Kesejahteraan 

Masyarakatd0,15552, nilaigstandargdeviasi PenyelenggaraannPemerintah 0,22224, standar 

deviasi Pelaksanaan Pembangunan 0,28345,sstandar deviasi Pembinaan Masyarakat sebesar 

0,64470,iistandariideviasiiiyangidigunakaniiPemberdayaan Masyarakat 0,37515,mstandar 

deviasimPenanggulanganm1,46765.iUntukinilainvarianiKesejahteraanIMasyarakatn0,024,iini

nilaiiivarian Penyelenggaraan Pemerintah 0,049,iinilai varian Pelaksanaan 

Pembangunanm0,080, nilai varianmPembinaanmMasyarakat sebesar 0,416,mnilai 

variankPemberdayaanmMasyarakat 0,141 nilai varianmPenanggulangan 2,154. ,..,../// 

1) UjihNormalitas ,...,... 

DenganmmenggunakanmprogrammSPSS versik22 data variabelmyanghbaik 

adalahndata yang memilikimbentukbkurvandengan kemiringanmsisi kiri dan kanan 

danntidak condong dengan mendekati nol,nDapat dilihatbseperti diagramndi bawah ini: ,./// 

 

            Diagram I. HasiliUjibNormalitas ,, 
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2) UjiuLinieritas,./.,;’ 

Gambar I.iUjinLinieritas.,// 

 
Dari gambarmdi atas dapat diketahuiibahwa plot antara nilai residualiterstandardisasi 

dengan nilai prediksi terstandardisasi tidak membentuk suatuipola tertentul(acak).nJadi 

dapat disimpulkanjbahwavkeduavvariabel mempunyainhubunganbyang linier.  

M..l;lll 

3) UjinAsumsinKlasik  .///.,.//// 

a) UjinMultikoleniaritas     

Tabel II.HasiliUjilMultikolinearitasm 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.291 .890  3.697 .001   

Penyelenggaraan_
Pemerinta 

.069 .020 .099 3.397 .002 .875 1.143 

Pembangunan .652 .025 1.189 25.962 .000 .355 2.819 

Pembinaan .040 .009 .166 4.546 .000 .554 1.804 

Pemberdayaan .303 .016 .731 18.611 .000 .482 2.076 

Penanggulangan .000 .005 -.004 -.084 .934 .310 3.222 

Dari output di atas diketahui bahwa nilai VIF dari kelima variabel independen yaitu 

Penyelenggaraan Pemerintah 1,143,PelaksanaanPembangunan 2,819, Pembinaan 

Masyarakat 1,804, PemberdayaanjMasyarakat 1,076 dan Penanggulangan 3,222 lebih 

kecil dari 10 dan nilaintolerance dari kelima variabel independen yaitu Penyelenggaraan 

Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan 

Masyarakat,  Penanggulangan adalah Penyelenggaraan Pemerintah 0,875,iPelaksanaan 

Pembangunan 0,355, PembinaaniMasyarakat 0,554, Pemberdayaan Masyarakat 

0,482idan Penanggulangan 0,310 lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, tidak terjadi 

multikolinearitas. 
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b) UjinAutkorelasim 

Tabel III.iHasiljUjiiAutokorelasilo 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .985a .971 .967 .02813 1.980 

Darikoutput dizatas dapat disimpulkanwbahwa nilai DW sebesar 1,980 dimana lebih 

dari -2 dan kurang dari +2. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitiannini tidaknterjadi 

autokorelasi. 

4) UjinKoefisieniDeterminasil(R2) 

nm 

Tabel IV.iHasiljUjilKoefisienlDeterminasi (R2)., 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .985a .971 .967 .02813 1.980 

NilaibAdjustedkRbSquarexdalam tabelzdi atasnsebesar 0,971ratau sama6denganp97,1 

persen. Berartihsebesar 97,10 persen variabel Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan 

Pembangunan, PembinaanhMasyarakat,iPemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan 

memberikan kontribusi atauksumbangan terhadaphKesejahteraanbMasyarakat, sementara 

2,9 persen8disumbangkan0oleh7variabelulain. mk 

5) Uji Analisis Regresi Berganda 

Tabel V.iHasil UjiiRegresilLinearjBerganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.291 .890  3.697 .001   

Penyelenggaraan

_Pemerintah 
.069 .020 .099 3.397 .002 .875 1.143 

Pembangunan .652 .025 1.189 25.962 .000 .355 2.819 

Pembinaan .040 .009 .166 4.546 .000 .554 1.804 

Pemberdayaan .303 .016 .731 18.611 .000 .482 2.076 

Penanggulangan .000 .005 -.004 -.084 .934 .310 3.222 

Nilaiykonstantah(a) dalamgpenelitiankini adalahb3,291.nAngka tersebutcmerupakan 

nilai konstantabyang memilikicarti jika PenyelenggaraanvPemerintah,Pelaksanaan 

Pembangunan, Pembinaan Masyarakat,iPemberdayaannMasyarakat daniPenanggulangan 

tidakxmengalamiiiperubahaniataubsamaiidenganii0iimakaubesarnyaisatuaniKesejahteraan

Masyarakatiyangiitertelitiiisebesari3,291.NilaiiiregresixvariabeliPenyelenggaraanbPemeri

ntahi(b1)lbernilaii0,069.iMenunjukkan apabila PenyelenggaraanbPemerintahhmengalami 

peningkatan sebesark1mrupiah maka KesejahteranbMasyarakat akan mengalami 

penurunan.mNilai koefisienmregresi variabel Pelaksanaan Pembangunan (b2) bernilai 

0,652 rupiah. Menunjukkan bahwa apabila Pelaksanaan Pembangunanbmengalami 

peningkatanisebesarl1irupiahimakaiKesejahteraaniMasyarakatakannmengalamiimeningkat

sebesar 0,652 rupiah.gNilai koefisien regresi variabel Pembinaan Masyarakatn(b3) bernila 

0,040 rupiah.iMenunjukkan bahwa apabila Pembinaan Masyarakat mengalami peningkatan 
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sebesar 1 rupiah maka Kesejahteraan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,040 

rupiah. Nilai koefisien regresi variabel Pemberdayaan Masyarakat (b4) bernila 0,303 rupiah. 

Menunjukkan bahwa apabila PemberdayaanbMasyarakatnmengalami peningkatan sebesar 

1 rupiah maka Kesejahteraan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,303 rupiah. Nilai 

koefisien regresi variabel Penanggulangan (b5) bernila 0,000 rupiah.jMenunjukkan bahwa 

apabila Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 1 rupiahnmaka 

Kesejahteraan Masyarakat mengalamispenurunanusebesar 0,000 rupiah.mk 

6) UjibHipotesismkl 

a) UjilSignifikannParsialn(Uji t),./ 

 

TabelnVI.lHasilnUji tmkl; 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.291 .890  3.697 .001 

Penyelenggaraan_Pemer

intah 
.069 .020 .099 3.397 .002 

Pembangunan .652 .025 1.189 25.962 .000 

Pembinaan .040 .009 .166 4.546 .000 

Pemberdayaan .303 .016 .731 18.611 .000 

Penanggulangan .000 .005 -.004 -.084 .934 

Regresi pertamaemenunjukkan9bahwa Penyelenggaraan0Pemerintah memiliki thitung 

sebesar 3,697 sedangkan3ttabel 2,023. Untuk4koefisien6regresit7hitung > ttabel (3,697 > 

2,023)5maka H0 ditolak6dan4Ha diterima. Artinya5secara7parsial8variabel 

Penyelenggaraan Pemerintah berpengaruh positifcterhadap KesejahteraanhMasyarakat 

KecamatankAek BilahnKabupaten TapanulifSelatan. Regresihkedua menunjukkanhbahwa 

PelaksanaankPembangunankmemiliki thitung sebesar 25,962 sedangkanhttabel 2,023. 

Olehbkarena thitung>ttabel (25,962 > 2,023) maka H0 ditolakhdan Ha diterima. Artinyahsecara 

parsialbvariabel PelaksanaanhPembangunan berpengaruh positifkterhadap Kesejahteraan 

MasyarakatoKecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Regresi ketiga 

menunjukkan bahwa Pembinaan Masyarakat thitung sebesar 4,546 sedangkan ttabel 2,023. Oleh 

karena thitung>ttabel (4,546 > 2,023) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya secara parsial 

variabelpPembinaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Kecamatan Aek BilahkKabupaten Tapanuli Selatan. Regresi keempat menunjukkan bahwa 

PemberdayaanpMasyarakat thitung sebesar 18,611 sedangkan ttabel 2,023. Oleh karena 

thitung>ttabel  (18,611>2,023) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya secara parsial variabel 

Pemberdayaan Masyarakatlberpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Kecamatan Aek BilahgKabupaten Tapanuli Selatan. RegresiLkelimaJmenunjukkan 

bahwasPenanggulanganethitung sebesar 0,084 sedangkan ttabel 2,023. Oleh karenadthitung<ttabel 

(-0,084 < 2,023) makafH0 diterima dan Ha ditolak.nArtinya secara parsialwvariabel 

Penanggulangan berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat KecamatanqAek 

Bilah KabupatengTapanuli Selatan. 
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b) UjikSignifikanhSimultano(Uji F) 

 

         TabeliVII.iHasil Uji Fmki 
         ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 
1.033 5 .207 261.201 .000b 

Residual .031 39 .001   

Total 1.064 44    

BerdasarkanhasilptabelpANOVAmdengan melihat angka F, Fhitung sebesar 261,201 

sedangkan Ftabel sebesar 2,45.Sehingga dapat disimpulkankbahwa Fhitung >Ftabel (261,201 

>i2,45) maka H0 ditolakkdan Ha diterima.iArtinyamadalahpPenyelenggaraan 

Pemerintah,iiPelaksanaaniiPembangunan,kPembinaanhyangmMasyarakat,iPemberdaya

Masyarakat dan Penanggulangan terhadapklKesejahteraan Masyarakat Kecamatan Aek 

Bilah Kabupaten TapanulikSelatan.lkj 

Prinsipmkeadilan sosialkmerupakan tujuanmutama daribpembangunan, selain dari 

pertumbuhanhekonomibyang setinggi-tingginya.kPembangunan berartimmemberikan 

hak setiap warga masyarakat untukmmengambil perannberdasarkan hak yang 

sama.nKriteria yang digunakanbdalam menyatakanmtingkat pertumbuhan suatu daerah 

ditentukaniolehii“tingkatikemudahan”imasyarakatidalamimemenuhiikebutuhanphidup. 

Semakin besar tingkat kemudahan padamsuatu tempat,mberarti semakin besar 

dayahtariknya untuk menarik sumber daya kegiatan ekonomi untukmdatang kentempat 

tersebut. karenankurangnya persiapan yangmmatangndari pemerintahkdaerah 

dalammmempersiapkan.19i 

KecamatanpAekiBilahiKabupatennTapanuliiSelatanktermasukidalampkawasaniyang

pertanianpyang diperhitungkan dalamkmemberikanksumber devisa bagi negara 

danwkesejahteraan bagimmasyarakatnya. Pembangunansmemerlukanqmanusiadsebagai 

faktor utama dan juga pembangunan selalu menggunakanalahan yang padamakhirnya 

akanmenimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan 

penggunaan lahan,msebagai aktivitasdpolitik yang sangat dipengaruhieoleh 

kondisikekonomi.mkl 

 

D. KESIMPULANMkl 

Berdasarkankhasilnpenelitian peneliti,nmaka penelitimmengambil kesimpulani:nSecara 

parsialnterdapat pengaruh positifnyang signifikanbantara PenyelenggaraanmPemerintah, 

PelaksanaannPembangunan,zPembinaan Masyarakat, aPemberdayaan Masyarakat terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat.xSecara parsialnPenanggulanganpberpengaruh negatifpterhadap 

KesejahteraannMasyarakatkdi Kecamatan AekmBilah Kabupaten9Tapanuli Selatan tahun 

2019-2021, artinya3tidak terdapat2pengaruh yang signifikan antara Penanggulangan terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat. Secara simultan (bersama-sama) Penyelenggaraan Pemerintah, 

PelaksanaanidenganicaraPembangunan,3Pembinaan5Masyarakat,Pemberdayaan Masyarakat, 

Penanggulangan berpengaruh7terhadap3Kesejahteraan0Masyarakat5di Kecamatan Aek Bilah 

Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019-2021 dilihat dari besar  Fhitung sebesar 1421,371 > Ftabel 

2,45 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan4bahwa secara simultan 

Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, 

                                                           
19  Lutfi, Identifikasi Pengaruh Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di 

Pinggiran Kota Kecamatan Palu Utara, Maktek Tahun VIII No.1 Januari 2006.mknj 
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Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat.343 

Saranddari penelitianqini Pemerintah4Desa seharusnyaimempertimbangkan secara 

matang dalam melakukan perencanaan2program3yang akan dikerjakan,4disisi lain0perlu 

adanya keterlibatankmasyarakatmdalam melakukan perencanaan program, sehingga segala 

keputusan yang diambilnberdasarkanaatas musyawarahzdan mufakatobersamakantara 

pemerintah3Desa dan4masyarakat5yang nantinya6akan7mendukung8pencapaian9tujuan dari 

perencanaan2di3Desa.345 
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